
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 24 Tahlun 2009 tentang Pedoman

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

'' Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013,
'' perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pemberian dan Pertanggungiawaban Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembenhrkan Kabupaten $eram Bagran fimur,
Kabupaten Seram Bagtan Barat dan Kabupaten

Kepulauan Aru di Frovinsi Maluku (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 155, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a35oh



4.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438h

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48OU sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OL2 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daeratr dan Dewan Perrrakilan Ralqyat

Daeratr il**U.r*t, Negara Republik Indoneoia Tahun

2OL2 Nomor 117, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Ta:nrrbahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomeir 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor 56791;

Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

* Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemharan Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OOS Nomor 140, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

5.

6.

7.

8.



9. Peraturan Pem€rintah Nomor 5 Tahun 2OAg tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

49721, sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK.

,,

BAB I

KETENTUAN UMUM
' Pasal 1.

krahrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

fhah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

kintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Arr.

ryafi adalah Bupati Kepulauan Aru.

Ibran Perwakilan Ralqyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah

&ran Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah

lhnan Fernrakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

&lah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Aru.

lrfnla Badan Kesbangpol adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten

hUauanAru. 
-

htran Keuangan adalah banflran keuangan yang bersumber dari

frroqnran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang diberikan secara

poprsional kepada partai politik Jrang mendapatkan lmrsi di Dewan



Ferwakilan Rakyat Daerah l(abupaten Kepulauan Aru yang

penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan

Umum DPR, DPD dan DPRD.

9- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

rekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar

hsamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara

ffita memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

m-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

firyrlauan Aru.

ilLrrmisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi

Mihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagai penyelenggara

kmifu di Kabupaten Kepulauan Aru.

trLlleryan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC

&rr sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten

fcpUuan Aru yang telah" ditetapkan berdasarkan keputusan yang sah

dmi Dewan Pimpinan Partai Politik di atasnya sesuai d.engan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan

rrta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

lLBudan Pemeriksa {(euangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah

Lcmbaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang
mrniliki wewenang pengelolaan dan tanggungiawab keuangan Negara.

Ir'|'-Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik adalah prCIses meniliti
drn p.snguji kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan terhadap
prai politik.

ruLfim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan

irMnsi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus untuk
rrrc'rgiuji kebenaran dan kelengkapan dokurnen

16. Bcrita Acara Hasil Verilikasi kelengkapan administrasi permohonan

bentuan keuangan -partai politik adalah dolmmen legalitas yang dipakai

untuk dijadikan bahan bul$i hasil penelitian dokumen bagi partai politik
yang merupakan pemohon banttran keuangan.



17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya

disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

18. Pendidikan Potitik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang

dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala

bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai

politik.

19- Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Fotitik adatah dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan

traporan terhadap bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik.

9[!- Rekapihrlasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan

PErtai Politik adalah akumulasi dari semua realisasi bantuan keuangan

Erkait penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh partai politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

S[ Banhran keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh

kmerintah Kabupaten setiap tahunnya.

mPartai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik

!@g mendapatkan kursi di DPRD.

Sf Bmtuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara

poporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

ffihtran keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada partai

pditik yang mendapat lmrsi di DPRD.

Fil ncsarnya banhran 
-keuangan yang dib€rikan kepada partai politik

*agaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungaotya berdasarkan pada

@lah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD.



H.hmlah perolehan suara hasil kmifu DPR, DPD dan DPRD sebagaimana

fuakstrd pada ayat (21 didasarkan pada hasil penghihrngan suara secara

nmfuoal yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

& crra penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD

,dfEnirnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a t-ntya nilai bantuan per suara untuk partai potitik yang mendapatkan

Lfui di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD

tlhrm enggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan $uara hasil

kmihr DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang

ryttn oleh KPUI

D. hrrya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap
- N-'tn untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu

mR, DPD dan DPRD terakhir dikalikan dengan nilai bantuan per suara

-.tagnirnana dimaksud pada huruf a; dan

rc. fu[ah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik

ffah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu DPR, DPD dan

m) terakhir'dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana

frrnlcsud pada huruf a.

" BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 5

llrn,rn keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya

&n APtsD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 humf b dianggarkan

flrn prnis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan

lhm,rrgnn kepada partai politik.

Pasal 6

ffi huran keuairgan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di

IIFRD diangarkan setiap tatnrn oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan

f,nL



mt

r:m

pt knentuan besarnya anggaran bantuan keuangan

memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah'

kepada partai politik

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

RogurLs partai politik mengajukan surat permohonan bantuan

hrangan partai politik kepada Bupati.

Snlat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

*h Kehra d.an Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop

srrat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan keleng[apan

rirmiqistrasi berupa:

a- surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan

kepengurusan DPC pafrai politik kabupaten atau sebutan lainnya

yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai

politik atau sebutan lainnYa;

lr foto copy Nomor Pokok W4iib Pqiak;

c surat ketdangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan

suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua

- atau Sekretaris KPU;

d- aomor rekening. kas umum partai politik yang dibuktikan dengan

pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

c- rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan

mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang

diterima unhrk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan

yang bersumber dari APBD tahun anggarAn sebelumnya yang telah

diperiksa oleh BPK; dan

g surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut

sesuai peraturan Pemndang-Undangan apabila memberikan

keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan

Sekretaris DPC' tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas

materai cukup d.engan mengggnakan kop surat partai politik'

ffi| f*ngkapan administrasi sebagainana dimaksud pada ayat (2) dibuat

dalam rangkaP 2 (dua)-

I,
n



ffi $rat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya
di*ernp'aikan kepada Kehra KPU dan Kepala Badan Kesbangpol Daerah.

Pasal 8

hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan

dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggartrn berjalan,

keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERI FIKASI KELENGKAPAN

ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7

frftan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengqiuan

ffionan Banhran Keuangan Partai Politik.

rcdfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala
,Zffin Kesbang;rol Daerah dan keanggotannya terdiri dari KPU Kepulauan

fiuden unsur Sekretariat Daerah.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U
Qmeaan dengan Keputusan Bupati.

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada

,,m).

Pasal 1O

ruifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan

L:ld politik dibuat dalam berita acara.

berita acara hasil verifikasi sslagaimana dimaksud pada ayat (1)

ffim dalam lampiran yang menrpakan bagran tidak terpisahkan
ffft$aturan Bupati ini.



,

ksal 11

ry:lre hasil verifikasi kelengtcapan administrasi permohonan banhran

partai politik disampaikan oleh tim verilikasi tingkat Kabupaten

hryati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi

bantuan keuangan partai politik sebagai satrr kesatuan yang

tq*sattan.

BAB VI

PEI{YALURAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal I"2

nqmmman bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik
frsnakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas

mduan Bupati.

banhran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-i ,r ebh2 (dua) termin dalam I (satu) tahun anggaran.

banhran keuangan pada termin ke 2 (dua) sebagairnana

ffid pada ayat (21 diberikan apabila partai politik yang

telah melengkapi laporan pertanggungiawaban/surat

f@gnng-j"*"b"rr banhran keuangan partai politik termin 1 (satrr).

banftran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ke rekening bank sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (21

d d€ogan persyaratan administrasi:

uat tanda terima uang bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk

hfitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan

Itxxlahara DPC partai politik atau sebutan lainnya dengan

-ryunakan 
kop surat dan cap stempel partai politik; dan

tFiln acara seratr terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang

fiImdalJnga$ oleh Kepala Kantor Kesbangpollinmas Daerah sebagai

frk pertama dan Kehra dan Bendatrara DPC partai politik atau

**anlainya sebagai pihak kedua-



BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang

}ulPrtan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat

paling sedikit 6O% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang

pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (21

sesuai dengan Perahrran Perundang-Undangan yang

mengenai pendidikan politik.

Pasal 14

pendidikan politik bertujuan untuk:

nuin8katan kesadaran hak dan kewajiban Masyarakat datam

fnhidupan frermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

ecningkatan partisipasi politik dan inisiatif Masyarakat datam

hhllupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

mingkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter

politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan

ecnaauman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaihr
hcasila, UUD L945, Bhineka Tunggat Ika dan Negara Kesatuan

eprblik Indonesia;

pataman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia

ddam membangun etika dan budaya politik; dan

pcngkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan

t rl*l"4rutan.
pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

e"La budaya politik sesuai dengan Pancasila.



PEsal 15

hgiatan pendidikan potitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

bertrpa:

Pasal 16

qcraslonat secretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam

(1) berkaitan dengan:

umum;

daya dan jasa;

data dan arsip; dan

peralatan kantor.

.t
BAB VIII

IAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

wajib membuat pembulnran dan memelihara bukti penerimaan

atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

Hitik wajib membuat laporan pertanggungiawaban penerimaan

keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

rytanggungiawaban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

realisasi penerimaaa dan belanja bantuan keuangan

bela4ia dana banttran keuanganpolitik dan rincian realisad

rr kegiatan; dan



b- Barang inventaris/modal (fisrk), barang persediaan pakai habis dan

pengadaan / penggunaan j asa.

hmat laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

firbah sebagaimana tercanhrm dalam lampiran yang mempakan bagian

trf,k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

i politik wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan

peageluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara

1 (sahr) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa

kdan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

lain Partai Politik tingkat&mFaikan oleh Ketua atau sebutan

mryaren kepada Bupati.

pertanggungiawaban

&l,rllpilcrm p6ling lambat 1

Hnsa Keuangan.

Pasal 21

pcrtangungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

mluk diketatrui Masyarakat.

Pasal 22

mft yang melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal

sanksi administratif bempa penghentian Banhran Keuangan dari

&lsrn tatnrn anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh

sebagaimana dimaksud pada ayat (U

(satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan



b. Barang inventaris/modal (fisrk), barang persediaan pakai habis dan

pengadaan / penggunaan j asa.

hrmat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

d[ubah sebagaimana tercanhrm dalam lampiran yang merupakan bagran

lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

politik wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan

lurgeluaran keuangan yang bersumber dari dana banhran APBD secara

1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa
Fadan Perneriksa Keuangan.

Pasd 2O

pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

rr"rnpaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat

nnnryaten kepada Bupati.

pertanggungiawaban

ftrmf.aikan paling lambat 1

Dmeriksa Keuangan.

Pasal 21

pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9

untuk diketahui Masyarakat.

Pasal 22

hlitik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

sanksi administratif bempa penghentian Banhran Keuangan dari
daletn tahun anggararl berkenaan sampai laporan diterima oleh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(safir) bulan setelah diperiksa oleh Badan



BAB D(

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan lmrsi di DPRD

erya.ten hasil Pemilu 2OO9, diberikan berdasarkan Peraturan

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

ffi Folitik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

8€! Tahun 2OL2 terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD

Eryaten hasil Pemilu Tahun 2OO9.

Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD

aten hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan

hintatr Nomor 5 Tahun 2AOg tentang Bantuan Keuangan kepada

ffi hlitik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

lh 83 Tahun 2012 terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DpRD

hasil Pemilu Tahun 2AL4.

banhran keuangan yang diterima partai politik sebagaimana

paddayat (1) dihihrng secara proporsional berdasarkan rentang

sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD kabupaten

kmihr Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.

bdntuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana

pada ayat (21 dihitung secara proporsional mulai sejak

keanggotaan DPRD kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014

dcngan sisa waktu tahun anggar€rn 2OL4.

Pasal 24

penganggaran dalam APBD pengqjuan, penyaluran,

dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai
gagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berpedoman pada

kmerintah Nomor 5 Tahun 2OA9 tentang Bantuan Keuangan

Enrtai Fottik sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah

r8g Tahun 2Ol2 dan Perattrran Menteri Datam Negeri Nomor 24 Tahun
- - - 'rg Fedoman Tata Cara penghiamsan Penganggaran dalam APBD,

Penyaluran dan Laporan rutaagung-jawaban Penggunaan

Xarangan Partai Folitik sebagainana tclah diubah dengan Peraturan



i Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013.

Pasal 25

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 12 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

di Dobo

L2'Jtuli 2018

DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN ARU,

TI'I,'MPA

I}AERAH IGBUPATEN KEPUI.,AUAN ARU

9018 NOMOR 19



sesu&i dengan aslinya

M DAN HAM,



I,AMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN ARU

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

T BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI

Thrifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai

Jrang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor t8B/

l-O13l2OL4' tangga1.............., telah melaksanakan verifikasi

administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun

oleh DPD/DPC......

hasil verilikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan

partai politik, tim menyatakan bahwa partai..... telah

persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari

I(abupaten Kepulauan Aru yang didasarkan pada hasil perolehan

1nda partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten

Aru pada Pemilihan Umum Tahun.... sebanyak

berita acara hasil verilikasi kelengkapan administrasi bantuan

kepada partai ini, dibuat unhrk dapat dipergunakan

mestinya.



TIM VERIFIKASI

Eml.nI{GIiU'AII ADMIMSTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

POLITIK

m JABATAN

DAI,AM DINAS

JABATAN

DALAM TIM

TANDA

TANGAN

L fcpata lGntor Kesatuan Bangsa dan Politik

Eabupaten Kepulauan Arr
Ketua 1.

I
h

f.cpala Seksi Sosial dan Politik Badan

fcsatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Ecp{auan Anr

Sekretaris 2.

r I[GAra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ecplauan eru
Anggota 3.

Fr ilrnsten Pemerintahan dan Kesejahteraan

nakJrat Selcretaris Daerah Kabupaten

Eeprlauan Anr

Anggota 4.

F rGpnl^ Badan Pendapatan, Pengelolaan

fanngan dan Aset Daerah Kabupaten

fiAdauan'eru

Anggota 5.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

ffinsn sesuai dengan aslinya

IEIIA BAGIAN HUKUM DAN

HAM

IIUT EDWIN M. SOLISSA, SH

iMMAT IAPORAI\I PERTANGGI.]NGJAWABAN



BANTUAN KEUAI{GAI{ PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN

ktama ilri disampaikan laporan pertanggungiawaban bantuan

Frlo tanggal... bulan..... tahun..... (terlampir)

ruai berikut:

JENIS
PENGELUARAN

VOLUME
KEGIATAN

L- Seminar

2- Iokakarya

3. Dialog interaktif

4. Sarasehan

OFERASIONAL SEKRETARIAT
!.-Administrasi Umum

a- ttuperiiran ATK

b- Rapat internal sekretariat

c. Ongkos perjalanan dinas
I

dala:rr rangka mendukung

f ranggeman daya dan jasa

a- Telepn dan listrik
b- Air minum

c. Jasa pos dan giro

& kmeliharaan data dan arsip

{- Rmeliharaan peralatan

hantor

Mengetahui

BENDAHARA,



BUPATI KEPUI,AUAN ARU,

JOHAN GONGA


